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Pendahuluan
Pertanian adalah sektor ekonomi terbesar di Indonesia, jika dilihat dari

jumlah tenaga kerjanya. Pada awal 2019, setidaknya terdapat 38,1 juta orang
yang bekerja di sektor ini atau lebih dari dua kali jumlah yang bekerja di industri
manufaktur. Sektor pertanian juga terus menjadi sumber penghidupan bagi
masyarakat miskin di perdesaan. Oleh karena itu, membahas sektor pertanian
berarti juga memperbincangkan kondisi pekerja di sektor pertanian dan sekaligus
mendiskusikan bagaimana perubahan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu.
Tampaknya dari dua hal ini saja dapat diambil kesimpulan mengapa kebijakan
pemerintah di sektor pertanian begitu penting dan mendasar.

Jika dilihat dari sisi makro ekonomi, peran sektor pertanian memang
semakin menurun dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada 2008, pangsa output sektor pertanian dalam PDB masih berada di level
14%. Sedangkan data pada 2018 memperlihatkan pangsa output sektor
pertanian menurun menjadi 13%. Penurunan ini tidak hanya dialami sektor
pertanian, namun juga industri pengolahan yang pangsanya turun dari 27%
menjadi 22%. Penurunan tajam ini membuat banyak pihak berpendapat bahwa
Indonesia sedang mengalami fase deindustrialisasi. Di sektor tersier atau jasa,
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pangsa output-nya justru meningkat dari 51% menjadi 57%. Mungkin ini adalah
masa ketika ekonomi Indonesia sudah beranjak dan bergantung pada sektor jasa,
setidaknya jika dilihat dari perspektif pangsa nilai tambah sektoral dalam PDB.

Perubahan struktural dalam ekonomi tersebut, tampaknya juga terjadi
di ranah yang lebih mikro yaitu sektor. Jika kembali pada sektor pertanian,
pada 2008 subsektor paling besar dalam pangsa output adalah pangan.
Subsektor ini menguasai lebih dari 50% pangsa output sektor pertanian. Subsektor
perkebunan pada saat itu masih memiliki pangsa 16%, sama dengan pangsa
subsektor perikanan. Subsektor hortikultura pada saat itu belum dihitung
kontribusinya karena belum masuk dalam klasifikasi subsektor. Pada 2018, semua
subsektor ini mengalami perubahan cukup besar. Subsektor pangan menurun
pangsanya menjadi 23%, sebuah penurunan yang signifikan. Selanjutnya, seperti
dapat diperkirakan, subsektor perkebunan seperti kelapa sawit mengalami
pertumbuhan pesat akibat tingginya harga komoditas sebelum 2010. Pangsa
subsektor ini meningkat menjadi 30% atau hampir 2 kali dari level 2008.
Subsektor lain, yang juga tumbuh menjadi besar adalah hortikultura. Subsektor
ini memiliki pangsa output 11% dari total output pertanian.

Menilai Kebijakan Pertanian
Dari sisi kebijakan pertanian, sebetulnya tidak ada perubahan signifikan

selama beberapa dekade ke belakang. Seperti kebijakan sektoral sebelumnya,
sasaran strategis sektor pertanian 2015-2019 masih ditujukan pada swasembada
padi, jagung, kedelai, serta peningkatan produksi daging dan gula. Kecenderungan
menuju tujuan swasembada muncul kembali ke permukaan pascareformasi
(Hamilton-Hart, 2019). Bahkan, muncul dengan komoditas yang lebih banyak.
Sasaran ini cukup problematik, jika melihat sumber daya yang dimiliki pemerintah
melalui kapasitas fiskalnya. Tampaknya pemerintah harus berani untuk
menetapkan prioritas komoditas mana yang akan didahulukan karena semakin
banyak pilihan komoditas berarti semakin banyak sumber daya yang harus
dialokasikan. Bahkan, tidak sedikit pemikiran kritis di masyarakat yang
memandang apakah sebaiknya pemerintah fokus pada ketahanan pangan
daripada swasembada pangan. Apa artinya swasembada pangan jika beban
berat harus ditanggung oleh masyarakat dalam bentuk harga komoditas yang
tinggi. Beberapa penelitian memperlihatkan dampak dari semakin terbatasnya
akses masyarakat pada pangan akibat harga yang tinggi (lihat misalnya: de Hoyos
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dan Medvedev, 2011; de Pee et al., 2010; Ivanic dan Martin, 2008; McCulloch,
2008; Skoufias, Tiwari, dan Zaman, 2012; Warr dan Yusuf, 2014).

Harus diakui untuk produk pangan seperti beras, harga pasar di Indonesia
lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand dan
Vietnam. Pada November 2017, harga beras di Thailand USD0,35 (Rp4.725)
per kg dan di Vietnam USD0,36 (Rp4.860) per kg. Sementara itu harga beras di
Indonesia dengan kualitas medium mencapai USD0,79 (Rp10.665) per kg
(Katadata, 2018). Implikasi dari permasalahan di atas adalah perlunya reorientasi
kebijakan pertanian pemerintah menuju sektor pertanian yang lebih efisien.
Investasi besar pemerintah dalam alat dan mesin pertanian (Alsintan) tidak
akan banyak berdampak pada peningkatan efisiensi pertanian selama upaya
konsolidasi lahan tidak menampakkan hasil karena skala ekonomi tidak
mengalami perubahan.

Rendahnya return di sektor pertanian pun akhirnya tidak memberikan
insentif bagi sektor swasta untuk melakukan inovasi dalam teknologi pertanian,
sehingga penerapan teknologi dalam pertanian tampak tidak berkembang.
Ditambah lagi investasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan pemerintah
seolah tidak jelas arah dan keberlanjutannya sehingga dampaknya pada sektor
pertanian terutama pada aspek efisiensi tidak pernah muncul ke permukaan. Data
terakhir yang tersedia memperlihatkan proporsi biaya research and development
Indonesia terhadap PDB 2013 adalah 0,085%. Angka ini jauh dibandingkan
dengan Malaysia yang ada di level 1,2% dan Thailand 0,44% (Bank Dunia,
2019). Pada sektor pertanian, data terakhir di awal dekade 2000, pengeluaran re-
search and development Indonesia ada hampir di paling bawah negara-negara
Asia lainnya, bahkan lebih rendah dari Bangladesh (Bank Dunia, 2001).

Efisiensi sektor pertanian ini penting untuk menjamin keberlanjutan sektor
pertanian domestik untuk berkembang dan tidak terlibas komoditas pertanian
impor yang saat ini harganya lebih rendah. Namun, mengurung diri dengan
melakukan penutupan pintu impor bukanlah kebijakan yang tepat untuk
mendorong pertumbuhan sektor pertanian domestik. Pemerintah harus fokus
pada pekerjaan rumah di sektor pertanian yang lebih struktural daripada
memilih kebijakan jangka pendek yang tidak punya dampak besar dan
berkelanjutan pada kinerja sektor pertanian domestik. Pilihan kebijakannya
memang tidak mudah dan tidak ringan, untuk itu diperlukan leadership
luar biasa di sektor ini.
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Leadership ini tidak hanya bermakna orang yang tepat, namun juga
memiliki arti bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya
efektif namun juga memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat terutama
di sektor pertanian. Oleh karena itu, leadership yang efektif ini tidak hanya
diperlukan di tingkat nasional namun juga di tingkat provinsi, daerah, hingga
perdesaan. Ini artinya sumber daya finansial memang diperlukan untuk
membiayai program pertanian di tingkat perdesaan, namun membangun lead-
ership di tingkat lokal untuk menyukseskan program pertanian jauh lebih
penting bagi keberhasilan intervensi bidang pertanian (Conley dan Udry, 2001;
Ramirez, Bernal, Clarke, dan Hernandez, 2018; Rudnick, Niles, Lubell, dan
Cramer, 2019).

Leadership ini harus didasari oleh adanya asumsi bahwa pemerintah dari
mulai pusat hingga daerah telah menyusun program yang tepat dan relevan, tidak
hanya dengan masalah di tingkat perdesaan namun juga tepat merespons tantangan
perubahan iklim serta perubahan global. Ini juga berarti diperlukan perubahan
yang bermakna dalam program pemerintah yang terkait dengan pertanian. Pada
subsektor pangan yaitu padi, program sebaiknya diarahkan pada upaya peningkatan
konsolidasi lahan. Mengapa demikian? Karena efisiensi adalah tujuan utamanya.
Konsolidasi lahan memungkinkan untuk mengurangi biaya sewa lahan yang
selama ini menjadi momok bagi tingginya biaya usaha tani padi. Melalui
konsolidasi lahan, bantuan pemerintah seperti traktor dan dryer akan lebih efisien
penggunaannya. Biaya tenaga kerja akan lebih rendah, karena mekanisasi
diterapkan di lahan yang cukup luas. Ini akan berdampak besar pada penurunan
biaya produksi (lihat misalnya: Hiironen dan Riekkinen, 2016).

Langkah lain yang harus dilakukan adalah menelaah kembali tujuan dan
business process subsidi pupuk. Program ini sudah berjalan begitu lama di
berbagai pemerintahan. Namun hingga saat ini belum ada yang melakukan
assessment efektivitas dan dampaknya pada produktivitas maupun kesejahteraan
petani khususnya pangan. Apakah program ini masih harus diteruskan atau
diubah dengan program bantuan lainnya yang lebih diperlukan oleh petani?
Studi di beberapa negara bahkan memperlihatkan subsidi tidak berkorelasi
langsung dengan biaya usaha tani dan profitabilitas pertanian (lihat misalnya:
(Lunduka, Ricker-Gilbert, dan Fisher, 2013; Panigrahi, 2019). Tampaknya
diskusi harus didorong untuk secara kritis melihat ke depan agar program-
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program pertanian ini relevan menjawab tantangan maupun perubahan di
pasar dan termasuk tantangan global.

Dalam aspek subsidi pupuk, hampir setiap tahun ditemukan kasus yang
terkait dengan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi. Tampaknya sudah
waktunya untuk mengubah pola distribusi melalui skema yang lebih well-
targeted seperti program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Petani dapat
membeli pupuk yang diperlukannya dengan harga pasar namun pada saat yang
sama memperoleh transfer dana dari pemerintah sejumlah tertentu yang berbasis
individu atau lebih dikenal dengan conditional cash transfer. Lebih jauh lagi, perbaikan
dalam data base petani yang berbasis nama dan alamat harus dibangun untuk
memperbaiki proses yang selama ini dijalankan melalui forum Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK). Penyederhanaan pola subsidi poinnya; jauhi
subsidi komoditas, seperti apa yang telah pemerintah ambil pelajarannya dari
Bahan Bakar Minyak (BBM) premium. Ubahlah seperti pola program perlindungan
sosial, karena dengan cara ini ketepatan sasaran lebih terjamin dan lebih jauh lagi
output serta outcome bantuan pemerintah dapat diukur secara kuantitatif.

Sasaran strategis 2015-2019 kedua yang ditetapkan di bidang pertanian adalah
peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar
ekspor dan substitusi impor. Sasaran ini cukup menarik untuk ditelaah, karena
sasaran ini pada saat yang sama memiliki dua tujuan yaitu mencoba mendorong
ekspor produk pertanian dan di sisi lain mencoba menghilangkan ketergantungan
pada impor produk pertanian. Secara teoritis tidak ada yang salah dengan
kebijakan ini, namun secara praktikal bukankah sebaiknya fokus pada salah
satu kebijakan saja seperti promosi ekspor. Mengapa? karena dengan strategi
ini sektor pertanian Indonesia, baik itu hortikultura, perkebunan, dan mungkin
pangan dapat memanfaatkan pasar yang besar di luar sana untuk membantu
upaya peningkatan efisiensi sektor pertanian melalui pemanfaatan skala
ekonomi. Langkah ini sebetulnya ditempuh oleh industri manufaktur Indonesia,
di mana kebijakan substitusi impor yang diterapkan pada dekade 1980-an
ditinggalkan dan beralih ke strategi promosi ekspor pada dekade 1990-an
hingga saat ini.

Dengan tujuan utama kebijakan pertanian nasional menuju swasembada,
maka dampaknya adalah relatif tingginya sumber daya fiskal yang didedikasikan
untuk subsektor pangan. Di sisi lain, jika melihat pasar global, produk hasil
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hortikultura, peternakan dan produk dengan nilai tambah tinggi justru yang
pertumbuhannya luar biasa, bahkan global supply chain-nya telah terbentuk dan
berkembang pesat. Di pasar internasional, permintaan untuk produk dengan nilai
tambah tinggi ini tumbuh pesat. Permintaan produk hortikultura tumbuh rata-
rata 5,4% selama periode 1984-2004 (Bank Dunia, 2012). Sedangkan untuk
produk daging tumbuh rata-rata 5,5%. Bandingkan dengan pertumbuhan
permintaan produk sereal seperti beras yang hanya tumbuh di level 2,2% pada
periode yang sama.

Eksportir produk pertanian terbesar di dunia terkonsentrasi di wilayah
Amerika Serikat, Amerika Latin, Asia Tenggara. Komoditas yang diekspor adalah
komoditas yang memiliki nilai tambah tinggi seperti hortikultura (Levers dan
Müller, 2019; MacDonald et al., 2015; Reardon, Barrett, Berdegué, dan Swinnen,
2009). Namun demikian Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan
beberapa negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu,
diperlukan langkah yang lebih terukur untuk menjalankan kebijakan promosi
ekspor terutama pada produk pertanian.

Poin yang ingin disampaikan adalah manfaatkanlah keunggulan komparatif
pertanian Indonesia, buatlah prioritas komoditi untuk ekspor dan investasilah
yang signifikan untuk benar-benar menjadi international champion pada
komoditas pertanian tertentu. Ini juga berarti memberi pesan agar jangan
letakkan program seperti menanam bawang putih yang sangat jelas Indonesia
tidak memiliki keunggulan komparatif sebagai prioritas.

Apalagi ditambah dengan kebijakan mewajibkan para importir bawang
putih yang notabene sebetulnya adalah para pedagang untuk mengembangkan
usaha budidaya bawang putih di dalam negeri. Para pedagang yang dapat lisensi
impor ini ‘dipaksa’ menjadi pemain baru dalam produksi bawang putih dalam
negeri, sehingga penguasaan mereka terhadap komoditas satu ini menjadi
semakin lengkap, menguasai impor plus produksi dalam negeri. kebijakan ini
tidak fokus, akibatnya akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Harga
produk pertanian menjadi mahal di pasar domestik, karena pada saat yang
sama upaya substitusi impor disertai dengan pembatasan impor. Pada saat
yang sama juga pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya
‘memproduksi’ komoditas yang juga bukan menjadi keunggulan komparatif
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negeri ini. Tentu saja masyarakat menjadi riuh karena di saat-saat tertentu
menghadapi kelangkaan pasokan dan harga yang meningkat.

Isu yang paling mendasar dan harus menjadi bagian dalam kebijakan nasional
pertanian adalah kesejahteraan petani. Selama periode 2009-2019, jumlah pekerja
di sektor pertanian mengalami penurunan lebih dari 7 juta orang. Banyak aspek
yang dapat disampaikan berkaitan dengan penurunan jumlah pekerja. Di satu
sisi, penurunan ini positif karena pekerja beralih ke sektor-sektor lain seperti
industri dan jasa. Namun, pada saat yang sama penurunan jumlah pekerja juga
memberikan sinyal bahwa sektor ini tidak begitu menarik sebagai sumber
penghidupan.

Dari sisi upah, sektor pertanian memang tertinggal jauh jika dibandingkan
dengan sektor lainnya. Pada 2019 gap upah rata-rata dalam sebulan antara
pekerja di sektor pertanian dan di industri hampir 72%. Ini artinya pekerja di
industri pengolahan memiliki kesejahteraan jauh lebih tinggi dari pekerja di
pertanian jika melihat dari sisi upah. Ini tentu bukan hanya masalah sektor
pertanian namun juga sangat berkaitan dengan upaya sektor ketenagakerjaan
untuk memperbaiki kondisi pekerjaan di perdesaan.

Lebih jauh, jika kesejahteraan dinilai dari nilai tukar petani, maka
perkembangan sejak satu dekade terakhir memperlihatkan peningkatan secara
agregat. Namun, jika dilihat lebih dalam peningkatan ini berada pada level
yang sangat terbatas. Artinya akselerasinya sangat lamban dan fluktuatif dari
bulan ke bulan. Langkah yang dapat diambil pemerintah adalah memperbaiki
akses pasar petani sekaligus meningkatkan linkage antara kelompok petani
dengan agroindustri, sehingga kepastian harga lebih terjamin.

Pada sisi supply, insentif untuk aktivitas penelitian dan pengembangan di
sektor ini harus diperkenalkan untuk mendorong inovasi dan penurunan biaya
produksi. Pada saat yang sama pemerintah harus dapat memastikan bahwa
pasar berjalan, di mana petani dapat mengakses teknologi dan input dengan harga
yang kompetitif dan sepadan dengan hasil yang akan didapatnya dari panen.

Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah memfasilitasi petani untuk
memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang
pertanian termasuk di dalamnya pengetahuan tentang pasar. Pengetahuan
tentang pasar yang baik akan membantu petani untuk meresponsnya dengan
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melakukan penyesuaian dalam usaha taninya, seperti mengubah pendekatan
dari penggunaan pupuk kimia menjadi organik atau bahkan beralih dari satu
komoditas ke komoditas lainnya.

Riuh dan Sengkarut Data Produksi
Kebijakan yang tepat hanya bisa diformulasikan dengan menggunakan

referensi yang tepat dan data yang valid. Indonesia mendapatkan pelajaran
mengenai pentingnya data pertanian yang valid dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2016, pemerintah menetapkan kebijakan menghentikan impor beras
dengan menyandarkan diri pada data produksi beras yang dinyatakan surplus
dalam laporan statistik. Namun pasar memperlihatkan gejala yang lain, harga
beras terus melambung tinggi di luar perilakunya di tahun sebelumnya. Gejala
ini seolah memberikan pesan bahwa pasar sedang kekurangan pasokan. Riuh di
media terjadi bukan hanya antara para pengamat ekonomi, namun juga antar-
kementerian yang berbeda pandangan tentang keadaan di pasar beras nasional.

Akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk memperbaiki
metodologi penghitungan produksi padi nasional dan dengan tegas presiden
menyatakan bahwa data hanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Teknologi akhirnya menjadi kunci dari metode baru penghitungan produksi
padi nasional. Kerja sama yang apik namun juga menantang terbentuk antara
Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) dan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
sehingga menghasilkan lahan baku sawah terbaru. Berdasarkan luas lahan baku
sawah yang baru tersebut, BPS menggunakannya sebagai dasar untuk
menerapkan metode baru penghitungan produksi padi yaitu Kerangka
Sampel Area (KSA).
Tabel 1. Perbandingan Hasil Penghitungan Produksi Padi 2018 (juta ton)

Sumber: CNBC Indonesia, 2018.



MENJEMPUT MUSIM  SEMI 81

KSA adalah langkah cerdas karena yang dibutuhkan saat ini dan ke depan
tidak hanya menghitung produksi padi atau beras dalam satu tahun, namun
juga mampu melakukan prognosis dari bulan ke bulan. Ini artinya berbagai faktor
di lapangan seperti perubahan iklim dapat dihitung dampaknya dapat tercermin
dalam prognosis produksi padi bulanan. Dengan cara ini pemerintah dapat
mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti menyerap beras petani ketika
ada perkiraan kelebihan pasokan atau sebaliknya melakukan operasi pasar ketika
prognosisnya memperlihatkan akan terjadi kekurangan pasokan di bulan tertentu.
Tampaknya memperbaiki metode penghitungan komoditas lain dengan
menggunakan KSA akan menjadi langkah yang tepat ke depan.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Mendiskusikan sektor pertanian memang tidak mudah dan selalu

menarik, bukan hanya karena 38,1 juta pekerja berada di dalamnya, namun
juga karena perannya sangat penting dalam menjamin ketahanan pangan
masyarakat Indonesia. Setiap pemerintah yang berkuasa pasti sangat tergoda
untuk menggunakan jargon swasembada untuk pertanian dan mungkin bahkan
dalam produk tertentu di industri. Namun mungkin sekarang sudah saatnya
mendiskusikan kembali tujuan tersebut atau setidaknya mengkritisi dengan
baik strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Swasembada
tidak bermakna apa pun ketika akibatnya masyarakat harus mengaksesnya
dengan harga yang sangat tinggi dan sulit dibandingkan dengan komoditas
yang sama yang didatangkan dari luar negeri. Ini bukan soal nasionalisme, ini
bicara tentang masih tingginya pengeluaran masyarakat miskin untuk bahan
makanan. Ini juga bicara tentang bagaimana sektor pertanian bisa semakin
efisien dari waktu ke waktu sehingga Indonesia dapat menjadi negeri pemasok
pertanian dunia. Ini artinya kontribusi sektor ini tidak hanya dalam hal
peningkatan produksi, namun juga berperan besar dalam meningkatkan
efisiensi produksinya sehingga sektor ini menghasilkan beberapa komoditas
unggulan yang kompetitif di pasar dalam maupun luar negeri.

Untuk itu diperlukan kebijakan inovatif, di mana sikap menyandarkan
diri pada prinsip melanjutkan program pemerintahan sebelumnya harus benar-
benar dikritisi kembali. Prinsip yang harus dipegang di sektor ini adalah fokus
pada keunggulan komparatif dan ketahanan pangan. Keduanya harus bermuara
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pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian. Impor jangan
dijadikan sesuatu yang tabu jika itu dilakukan untuk komoditas yang
memang Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif. Dengan fokus
pada komoditas unggulan yang jumlahnya terbatas, bukan tidak mungkin
dalam sepuluh tahun ke depan Indonesia jadi pemain besar baru di pasar
dunia untuk komoditas tertentu.

Upaya tersebut tentu jangan hanya dibatasi menjadi tugas pemerintah
semata. Pemerintah dapat membangun ekosistem melalui berbagai kebijakannya
untuk mendorong sektor swasta secara produktif ikut menjadi bagian dalam
pembangunan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan insentif yang jelas dan
menarik bagi pelaku bisnis di bidang pertanian. Begitu halnya dengan aktivitas
penelitian dan pengembangan. Arah pengembangan komoditas yang jelas dan
terarah akan membentuk pola dan intensitas aktivitas penelitian dan
pengembangan. Pada aspek ini juga diperlukan insentif yang jelas agar perguruan
tinggi dapat bersama dengan pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi dalam
mendukung pembangunan pertanian dalam negeri.
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